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ABSTRAK 
ROZARYA ANANDA EFFENDI (B 111 08 385). Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak 
Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 121/PidB/2011/ 
PN.Pinrang), dibawah bimbingan bapak Syamsuddin Muchtar, sebagai 
pembimbing I dan Bapak Abd. Asis sebagai pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
hukum pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan 
terhadap anak (putusan Nomor:121/Pid.B/2011/PN.Pinrang) dan untuk 
mengetahui pertimabangan hukum oeh hakim dalam penjatuhan sanksi 
pidana pada putusan Nomor:121/Pid.B/2011/PN.Pinrang 
Peneitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pinrang,Kejaksaan 
NegerinPinrang serta di beberapa tempat yang menyediaka bahan 
pustaka yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Univrsitas Hasanuddin dan 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian lapangan. Data diperoleh baik data 
primer maupun data sekunder melalui wawancara dan dokumentasi diolah 
dan dianalisi kualitatif dan disajikan secara deskriptif 
Penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa Pujangga 
Alias Puja Bin Bakri telah sesuai. Hal ini terlihat atas terpenuhinya semua 
unsur – unsur sesuai dengan Pasal yang  dikenakan yaitu Pasal 80 ayat 1 
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 
Undang  undang nomor 3 tahun 1997 Tentang pengadilan Anak. Dengan 
terpenuhinya unsur tersebut, maka terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang 
dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang.  
Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
dengan No:121/Pid.B/2011/PN.Pinrang telah sesuai dengan peraturan 
perundang – undangan yang berlaku dimana putusan yang dijatuhkan 
berdasarkan alat bukti berupa hasil Visum et Repertum, keterangan 
saksiserta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional yang merupakan proses moderenisasi 
membawa banyak sekali dampak positif maupun dampak negatif. Salah 
satu dampak negatif yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini 
adalah semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana meningkatnya 
deviasi perilaku anak serta anak-anak terlantar dan juga kekerasan yang 
terjadi pada anak. 
Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan generasi 
penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari 
pemerintah, dalamrangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber 
daya manusia yang tangguh serta berkualitas.Berkaitan dengan 
pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang 
mengantisipasi segala permasalahan yang timbul.Sarana dan prasarana 
yang dimaksud dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun 
menyangkut penyimpangan dan sikap dan prilaku yang menjadikan anak 
terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. 
Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang 
mudah terpengaruh dengan situasidan kondisi lingkungan 
disekitarnya.Jika lingkungan tempat anak tersebut buruk, dapat 
berpengaruh pada tindakan anak yang dapat melanggar hukum.Hal ini 
 2 
tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat, tidak sedikit 
bahkan tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan 
aparat penegak hukum. 
Seorang anak secara jasmani maupun rohani dan sosial belum 
mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri dalam melaksanakan hak 
dan kewajibaan.Oleh karena itu menjadi kewajiban para generasi 
pendahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan 
anak. 
Kondisi fisik, mental ,dan sosial seorang anak bersifat khas dan 
ditandai dengan sikap sering kali mementingkan dirinya sendiri, sehingga 
dapat disalahgunakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh 
orang sekelilingnya. Oleh karena itu, didalam kenyataan banyak terjadi 
kekerasan/penganiayaan atau eksploitasi terhadap anak yang dilakukan di 
Negara kita. 
Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak 
yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. 
Setiap Negara dimanapun di dunia ini, wajib memberikan perhatian dan 
perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang anatara lain hak-
hak sipil,ekonomi,sosial, dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan 
hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan 
perhatian serius dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus 
diberikan kepada mereka baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun 
masyarakat pada umumnya. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya 
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penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum itu sendiri. 
Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk 
sosial. Sejak dalam kandungan sampai dilahirkan memiliki hak atas hidup 
dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orangtua,  
keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itutidak ada 
satupun manusiaboleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. 
Bila anak masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu 
berusaha untuk menggugurkan anak dalam kandungannya, maka orang 
tua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatan yang melanggar hukum tersebut, apalagi jika anak tersebut 
telah dilahirkan ke dunia , maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai 
hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dihilangkan atau dilenyapkan, 
tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka 
tersebut, karena hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi 
manusia yang mendapatkan perlindungan dan perlindungan dan  jaminan 
hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional.  
Menurut  Abdussalam (2007:11) bahwa: 
Hak asasi anak harus selalu diperlakukan berbeda dari orang 
dewasa yang juga diatur khusus. Anak mendapat perlakuan yang 
berbeda dari orang dewasa karena anak sejak masih dalam 
kandungan, dilahirkan, tumbuh, dan berkembang hingga menjadi 
orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung atau belum 
mandiri dan masih memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, 
kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, serta keterampilan, 
pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa 
kekhawatiran, maupun kesejahteraannya. Perlakuan khusus 
tersebut merupakan berupa mendapatkan perlindungan hukum dan 
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mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi serta hak sosial 
dan budaya yang lebih baik. Dengan demikian, “begitu anak 
tersebut dewasa, maka ia tidak akan ragu-ragu lagi dalam 
mengaplikasikan dan menerapkan hak-hak tersebut dengan penuh 
tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 
serta menjadi penerus masa depan yang akan menjadi tiang dan 
pondasi yang sangat kuat bagi keluarga, masyarakat bangsa dan 
Negara. 
 
Anak sejak dalam masa kandungan sampai dilahirkan, tumbuh dan 
berkembang menjadi orang dewasa kurang mendapatkan perhatian dan 
perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, 
maka akan berdampak negatif sebagai generasi penerus masa depan 
orang tua,  keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mencegah 
hal tersebut, maka hak-hak anak harus selalu mendapatkan perhatian 
serius dari semua pihak disetiap perkembangannya. Perhatian mengenai 
hak-hak anak tersebut termasuk jika anak tersebut menghadapi persoalan 
hukum baik sebagai pelaku  maupun korban kejahatan. Anak sebagai 
korban kejahatan harus dilindungi atau mendapatkan perlindungan 
hukum.Hal tersebut tercantum dalam undang – undang ( selanjutnya 
dsingkat UU ) Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 66 ayat (1) tentang Hak Asasi 
Manusia yang (selanjutnya disingkat HAM) : ” Setiap anak berhak untuk 
tidak dijadikan sarana penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan 
hukuman yang tidak manusiawi. ” 
Jaminan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan pun 
tercantum pula dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak . 
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 Pasal 69  yang berbunyi : 
(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, 
seksual dilakukan dengan upaya: 
a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan  yang melindungi  anak korban 
kekerasan. 
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.  
(2) setiap orang dilarang menempatkan,   menambahkan, 
melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 
kekerasan sebagaimana dalam ayat (1) 
 
Selain itu, anak sebagai pelaku kejahatan pun harus mendapatkan 
perlindungan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 66 Ayat 
(2),(3),(4),(5),(6),(7) UU Nomor 39 Tahun 1999  tentang HAM .  
 Pasal 66 yang berbunyi : 
(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat 
dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak  
      (3)  setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara 
melawan hukum. 
 (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya 
boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 
dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir . 
(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak 
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 
memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai 
dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, 
kecuali demi kepentingannya. 
(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya  berhak 
mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. “ 
(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk 
membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan 
anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang 
tertutup untuk umum. 
 
Anak adalah generasi penerus keturunan, keluarga, masyarakat, 
bangsa dan negara memiliki masa tersendiri, dimana anak mulai 
mengenal kehidupan dan lingkungan sekitar, mengalami perkembangan 
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fisik, serta perkembangan emosional.Penganiayaan merupakan salah 
satu bentuk kejahatan yang biasa dikaitkan dengan anak-anak, baik 
sebagai korban, maupun pelaku penganiayaan biasa disebut Juvenile 
Delinquency. 
 
Sebagaimana  menurut Wagiati Soetodjo (2008:9) tentang 
pengertian juvenile delinquency bahwa : 
Juvenile berarti young,anak  muda, anak-anak, ciri karakteristik 
pada masa muda, sifat khas pada periode remaja, sedangkan 
Delinquency berarti doing wrong, terabaikan / mengabaikan 
kejahatan yang dilakukan oleh anak yang kemudian diperluas 
menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, 
pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki dan lain-lain. 
 
Sedangkan menurut  Romli Atmasasmita (1983:21) 
mengemukakan bahwa : 
Kejahatan yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh faktor-
faktor yang mendorong seorang anak untuk melakukan 
kenakalan. Faktor tersebut dapat disebut motivasi melakukan 
kejahahatan, yang terdiri dari faktor intrinsik, dan faktor ekstrinsik 
. 
 
 Lebih lanjut dijabarkan Wagiati Soetodjo (2008:17 ) bahwa : 
Faktor intrinsik terdiri dari faktor intelegensia, faktor usia, faktor 
kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan 
faktor ekstrinsik yang mempengaruhi anak dalam terdiri dari faktor 
rumah tangga, pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak 
serta faktor media massa. 
 
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber 
daya manusia yang merupakan  potensi dan penerus cita-cita perjuangan 
bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat 
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khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial. Oleh 
karena itu anak-anak yang berprilaku jahat harus mendapatkan 
pembinaan dan perlindungan yang lebih, termasuk apabila anak tersebut 
sedang menghadapi persoalan hukum.Penjatuhan sanksi pidana terhadap 
anak yang menghadapi persoalan hukum tidak selamanya merupakan 
jalan yang tepat untuk anak tersebut.Hal ini disebabkan karena anak 
masih memiliki masa depan yang panjang untuk memperbaiki kesalahan 
yang dilakukannya. Menurut teori gabungan (vereeninggings-theorie) yang 
merupakangabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan pemidanaan, 
penjatuhan pidana tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti 
dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan 
mempertimbangkan masa yang akan dating (seperti teori tujuan 
pemidanaan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus 
memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim, maupun kepada penjahat itu 
sendiri disamping kepada masyarakat .Berdasarkan hal tersebut, 
penjatuhan pidana oleh hakim sebaiknya juga harus memperhatikan 
kepentingan terbaik bagi anak. Sesuai dengan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak 
Anak (convention on the rights of the child) yaitu merupakan konvensi 
tentang hak-hak anak yang diterima oleh majelis umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 november 1989 dan mulai berlaku 
tanggal 2 september 1990. Indonesia menjadi peserta dalam konvensi ini 
sejak tahun 1990. ( Wagiati Soetodjo 2008:24 )  
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Seperti menurut Achmad Romsan ( 2003:150 ) bahwa : 
jika penguasa suatu negara mengambil keputusan yang 
mempengaruhi anak-anak, karena pertimbangan harus 
didasarkan kepada pada kepentingan yang terbaik bagi 
anak.Prinsip ini berkenaan dengan keputusan pengadilan, pejabat 
administratif, badan-badan legislatif dan juga lembaga-lembaga 
sosial pemerintah maupun swasta. Hal ini merupakan pesan 
mendasar dari konvensi ini yang semestinya diterapkan termasuk 
anak-anak yang hendak dijatuhi sanksi pidana atas tindak pidana 
yang telah dilakukannya . 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas 
maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana materiil atas tindak 
pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak ? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan 
terhadap anak dalam tindak pidana penganiayaan oleh anak 
terhadap anak dalam putusan no :121/Pid.B/2011/P.N.Pinrang ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 
1. Tujuan Penelitian.  
Berdasarkan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan yang 
melandasi penelitian yaitu : 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan pidana 
materiil atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh 
anak terhadap anak.  
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2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap anak dalam tindak pidana 
penganiayaanoleh anak terhadap anak. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Kegunaan ilmiah 
a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan 
dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana . 
b. Memberikan tambahan referensi hukum yang dapat 
digunakan sebagai acuan bagi  penelitian dalam bidang yang 
relevan dengan penelitian ini di masa yang akan datang 
dalam lingkup yang lebih jelas dan mendalam lagi. 
2. Kegunaan Praktis 
Memberikan masukan kepada instansi-instansi terkait, 
khususnya pengadilan mengenai ketentuan-ketentuan hukum 
pidana yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan 
yang dilakukan oleh anak sehingga dapat diterapkan untuk 
menanggulangi terulangnya pidana tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam 
WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda  atau Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana ( selanjutnya disingkat KUHPidana) tetapi 
tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar 
feit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti 
dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada kesegaragaman 
pendapat. ( Moeljatno, 2002:2 ) 
Adami Chazawi (2008: 67-68) mengemukakan istilah-istilah yang 
pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun 
dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar 
feit adalah sebagai berikut: 
1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan 
perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti 
dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan 
UU No. 19/2002), Undang – undang ( sealnjutnya disingkat UU ) 
No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Subversi, UU no. 3 Tahun1971 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan 
perundang-perundangan lainnya. Ahli hukum yang 
menggunakan istilah seperti ini seperti Wirjono Prodjodikoro. 
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2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya 
Mr. R. Tresna, Mr. H.J van Scharavendijk dan , A. Zainal Abidin. 
3. Delik,  yang sebenarnya bersasal dari bahasa latin delictum juga 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud 
dengan strafbaar feit. Istilah ini dijumpai dalam berbagai literatur, 
misalnya E. Utrechtwalaupun juga dia menggunakan istilah lain 
yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). Moeljatno 
pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku nya 
Deleik-Delik Percobaan, Deli-Delik Penyertaan, walaupun 
menurutnya lebih tepat dengan  istilah perbuatan pidana. 
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok 
Hukum Pidana yang ditulisnoleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja 
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. 
Karni dalam bukunya ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu 
juga Schravendijk dalam bukunya Pelajaran tentang Hukum 
Pidana Indonesia. 
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk 
Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang senjata Api dan Bahan 
Peledak. 
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Mr. Moeljatno dalam berbagai 
tulisannya, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana. 
 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Dari 
tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, 
ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit 
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 
Secara letterlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh 
dan “feit” adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa belanda “feit” 
berarti sebagian dari suatu kenyataan dan “strafbaar feit” dapat 
diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 
dihukum. (Moeljatno, 2002:8) 
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Kemudian istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam 
peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan 
juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam 
arti positif (handelen) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang 
pasif atau negatif (natalen). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam 
istilah feit itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut doktrin unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif 
dan unsur objektif. 
a. Unsur subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri 
pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman 
kalau tidak ada kesalahan” (an act does not make a person guilty 
unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit 
rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). 
(Moeljatno, 2002 : 12) 
Kemudian menurut Lamintang ( Moeljatno 2002:14 ) yang 
termasuk unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah 
sebagai berikut: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau 
poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) 
KUHPidana 
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3. Berbagai maksud atau oogmerk seperi didalam kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-
lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, 
seperti dalam didalam kejahatan pembunuhan. 
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan 
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana. 
 
b. Unsur Objektif 
Unsur-unsur objektif yang merupakan unsur dari luar dari 
suatu tindak pidana adalah sebagai berikut: 
1. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 
KUHPidana . 
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
 
Menurut Satochid Kartanegara, unsur tindak pidana (delik) terdiri 
atas unsur subjektf dan unsur objektif. Unsur yang objektif adalah unsur 
yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa: 
a. Suatu tindakan, 
b. Suatu akibat, dan 
c. Keadaan (omstandigheid). 
 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat 
berupa: 
a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekening-
svatbaarheid) 
b. Kesalahan (schuld). 
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B. Tindak Pidana Penganiayaan 
1. Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Kitab Undang - 
undang Hukum Pidana . 
Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX dan dimasukkan 
ke dalam klasifikasi  kejahatan yang terdapat di dalam buku kedua dan 
diatur di dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHPidana . UU  tidak 
memberikan pengertian yang jelas mengenai penganiayaan 
(misshandeling). Di dalam buku kedua KUHPidana, penganiayaan dapat 
dibedakan atas 5 (lima) jenis yaitu : 
a. Penganiayaan Biasa 
Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 KUHPidana 
sebagai berikut: 
1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya 2 ( dua ) tahun 8 ( delapan ) bulan atau 
denda sebanyak -banyaknya  Rp. 4500,- ( empat ribu 
lima ratus rupiah ). 
2) Jika perbuatan itu merupakan luka berat, si terdakwa 
dihukum penjara selama-lamanya 5 ( lima ) tahun .  
3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia 
dihukum penjara selama-lamanya 7 ( tujuh ) tahun . 
4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan 
orang dengan sengaja. 
5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.  
Bentuk penganiayaan ini dapat  dikatakan sebagai 
penganiayaan biasa apabila menimbulkan perasaan tidak enak 
(penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula penganiayaan 
yang sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan  
yang dilakukan mengakibatkan luka berat atau mati. Percobaan 
melakukan ini tidak dapat dihukum. 
 
b. Penganiayaan Ringan 
Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 352 KUHPidana 
yang dirumuskan sebagai berikut: 
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1) Selain daripada apa yang dimaksud dalam pasal 353 dan 
356 KUHPidana, maka penganiayaan yang tidak 
menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan 
atau pekerjaan, dianggap sebagai penganiayaan ringan, 
dihukum penjara selama – lamanya 3 ( tiga ) bulan atau 
denda sebanyak – banyaknya Rp. 4500,- ( Empat ribu lima 
ratus ribu rupiah ). Hukuman ini boleh ditambah dengan 
sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang 
yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.  
2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
 
Tindak pidana penganiayaan dapat disebut sebagai 
penganiayaan ringan apabila penganiayaan tersebut tidak 
menjadikan sakit atau terhalang untuk melakukan pekerjaan 
sehari-hari. 
c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu 
Adapun jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 353 
KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut : 
1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan 
terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 ( 
empat ) Tahun . 
2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si terdakwa 
dihukum penjara selama-lamanya 7 ( tujuh ) tahun. 
3) Jika perbuatan tersebut menjadikan kematian  orangnya  
ia dihukum penjara selama-lamanya 9 ( Sembilan ) tahun .  
 
Pasal ini dapat dikenakan si pembuat apabila penganiayaan 
yang dilakukan direncanakan terlebih dahulu.Jika berakibat luka 
berat atau mati hukumannya lebih berat.Percobaan melakukan 
penganiayaan ini dapat dikenakan hukuman. Luka berat, dapat 
dilihat pengertian pada Pasal 90 KUHPidana , yaitu : 
Luka berat berarti : 
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1) Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak bisa 
diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau 
menimbulkan bahaya maut; 
2) Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan 
atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian; 
3) Kehilangan salah satu panca indera; 
4) Mendapat cacat berat; 
5) Menderita sakit lumpuh; 
6) Terganggunya daya fikir selama lebih dari empat minggu; 
7) Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seseorang 
perempuan; 
 
d. Penganiayaan  berat. 
Jenis penganiayaan  ini diatur dalam Pasal 354 KUHPidana 
yang dirumuskan sebagai berikut : 
1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, 
dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya 8 ( delapan ) tahun. 
2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si 
terdakwa dihukum penjara selama-lamanya 10 ( sepuluh ) 
tahun. 
 
Pasal ini dapat dikenakan apabila niat pembuat memang 
ditujukan pada melukai berat.Apabila tidak dimaksud dan luka 
berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu 
termasuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat 
(dikenakan Pasal 351 KUHPidana) percobaan melakukan 
kejahatan ini dapat dikenakan hukuman. 
e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu 
Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu 
diatur dalam Pasal 355 KUHPidana yaitu sebagai berikut : 
1) Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu , 
dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun . 
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2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian orangnya, si 
bersalah dihukum penjara selama-lamanya 15 (lima belas) 
tahun. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan. 
Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan tindak pidana penganiayaan 
harus memenuhiunsur-unsur sebagai berikut : 
a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu artinya 
perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh pelaku (ingin 
menganiaya seseorang ) 
b. Bertujuan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), 
rasa sakit dan luka. 
c. Merusak kesehatan orang 
d. Jika perbuatan itu sampai menyebabakana cacat atau luka parah, 
maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat. 
 
 
3. Tindak Pidana Kekerasan atau Penganiayaan Berdasarkan 
Undang-undang No. 23 Tahun  2002 Tentang Perlindungan 
Anak. 
Di dalam UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini 
menegaskan pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah, bangsa dan Negara yang merupakan rangkaian kegiatan 
yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak 
anak.Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutannya dan terarah 
guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, 
spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan 
kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa 
yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak 
mulia dan nilai pancasila serta berkemauan keras menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa dan Negara. 
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Oleh karena itu dalam undang-undang ini kemudian dirumuskan-
bentuk perlindungan terhadap anak, termasuk dari kekejaman, kekerasan, 
ancaman kekerasan dan penganiayaan. 
Pasal 80 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
perlindungan tersebut sebagai berikut : 
1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau 
ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak maka 
dipidan dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan 
dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,- ( tujuh puluh dua 
juta rupiah). 
2. Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) luka 
berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp 100.000.000,-
(seratus juta rupiah). 
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, 
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah). 
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) apabila yang 
melakukan penganiayaan itu adalah orang tuanya.  
 
4. Pengertian Anak Sebagai Korban dan Pelaku Kejahatan ( Anak 
Nakal ). 
1. Pengertian Anak. 
Ada beberapa perbedaan mengenai pengertian anak menurut 
peraturan perundang- undangan .perbedaan tersebut timbul dikarenakan 
tiap peraturan perundang – undangan mengatur secara tersendiri 
mengenai kriteria anak. Sejumlah UU mengatur anak – anak berdasar 
batas usia , antara lain : 
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a. Anak menurut konvensi tentang hak- hak anak (convention 
on the Rights of the child 1989 ). 
Dalam Pasal 1 Konvensi Tentang Hak – Hak Anak 
(convention on the Rights of the child 1989) ditentukan sebagai 
berikut : 
Setiap manusia yang berusia dibawah usia 18 ( delapan 
belas) tahun, kecuali bersadarkan hukum yang berlaku pada 
anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. 
b. Anak menurut Hukum pidana  
Dalam Pasal 55 KUHPidana mendefinisikan bahwa : 
Anak adalah jika seseorang yang belum dewasa apabila 
belum berumur 16 (enam belas) tahun.Sehingga apabila 
anak tekait perkara pidana hakim boleh memerintahkan 
supaya anak yang bersalah tersebut dikembalikan kepada 
orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak 
dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya 
diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan 
sesuatu hukuman. 
 
Menurut Darwan Prinst (2003:29) Ketentuan mengenai Pasal 
35, 46, dan 47 KUHPidana ini sudah dihapuskan dengan 
lahirnya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
c. Anak Menurut Hukum Perdata 
Menurut Pasal 330 KUHPerdata mendefinisikan bahwa 
orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 
(dua puluh satu) tahun dan lebih dahulu tidak kawin. 
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d. Anak menurut UU Perlindungan Anak  
Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak mendefinisikan anak yang hampir sama 
dengan UU yang mengatur mengenai hak asasi manusia, yaitu : 
“ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas 
) tahun dan belum pernah kawin. 
e. Anak Menurut UU Pengadilan Anak 
Pengertian anak menurut UU Nomor 3 tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak dan telah diperbaharui dengan adanya  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU_VIII/2010   
mendefinisikan bahwa anak, yaitu : “anak adalah orang yang 
dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 ( dua belas ) 
tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 
belum pernah kawin. 
UU Pengadilan Anak tersebut membatasi anak dari umur 12 
(dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun, sedangkan syarat 
kedua , anak belum pernah kawin . maksudnya anak tersebut 
tidak sedang terikat dalam perkawinan, maka si anak tersebut 
dianggap telah dewasa, walaupun umurnya belum mencapai 
atau sama dengan 18 tahun.  
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f. Anak Menurut UU Tentang Hak Asasi Manusia 
 
Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia di dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan sebagai 
berikut : 
anak adalah setiap anak berusia di bawah 18 ( delapan 
belas ) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 
masih di dalam kandungan apabila hal tersebut menurut 
kepentingannya . 
 
 
2. Pengertian Anak Nakal . 
Adapun mengenai pengertian anak nakal dirumuskan oleh UU 
maupun pendapat para ahli, diantaranya sebagai berikut : 
Anak – anak nakal melalui Undang - undang No. 3 tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak yaitu : 
a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi 
anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun 
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat yang bersangkutan. 
Anak yang dikenal dengan istilah Juvenile Delinquency, memiliki 
kejiwaan yang labil, proses pemantapan psikis yang sedang berlangsung 
menghasilkan sikap kritis, agresif, dan menunjukkan kebengalan yang 
cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidk bisa 
dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan karena tindakannya 
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lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, di samping itu pelakunya 
pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya 
merupakan menifestasi dan kepuberan remaja tanpa ada maksud 
merugikan orang lain sebagai apa yang disyaratkan dalam suatu 
perbuatan kejahatan (KUHPidana), yaitu menyadari akibat dari 
perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggungjawab. 
Tingkah laku yang menjurus kepada Juvenile Delinquency ini 
menurut Adler ( Kartini Kartono 1992:21 ) yaitu : 
1. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, 
Kebut – kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan 
lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain; 
2. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, 
antar suku (tawuran), sehingga kadang – kadang membawa 
korban jiwa; 
3. bersembunyi di tempat – tempat terpencil sambil melakukan 
eksperimen bermacam- macam kedurjanaan dan tindakan 
asusila; 
4. Berpesta-pora sambil mabuk – mabukan; 
 
Paul Moedikno  (Wagiati Soetodjo 2008:9) memberikan 
perumusan mengenai pengertian kenakalan anak atau biasa 
disebut dengan juvenille Delinquency, yaitu sebagai berikut : 
a. Semua perbuatan yang dari orang – orang dewasa 
merupakan suatu kejahatan, bagi anak – anak merupakan 
delinkuensi .jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum 
pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan 
sebagainya. 
b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok 
tertentu yang menimbulkan  keonaran dalam masyarakat, 
misalnya memakai celana junkiest tidak sopan, mode you 
can see dan sebagainya  . 
 23 
c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan 
perlindungan bagi anak, termasuk anak gelandangan , 
pengemis dan lain- lain”.  
 
Menurut Kartini Kartono (Wagiati Soetodjo 2008:9) “yang 
dimaksud dengan juvenille Deliquency  yaitu : 
Kejahatan/kenakalan anak muda merupakan gejal sakit (patologi) 
secara sosial pada anak – anak  dan remaja yang disebabkan 
oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.  
 
Fuad Hasan (Wagiati Soetodjo 2008:10) memberikan pula 
pengertian mengenai juvenille Deliquencyyaitu : 
perbuatan anti social yang dilakukan oleh remaja, yang apabila 
dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai 
kejahatan. 
 
Maud A Merril (Wagiati Soetodjo 2008:10)  merumuskan 
juvenille Delinquency sebagai berikut : 
“A child is classified asquint when his anti social tendencies appear 
to be so grave that he became or cought to become the subject of 
official action. ( seorang anak delinkuent apabila tampak adanya 
kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga 
yang berwajib terpaka atau hendaknya mengambil tindakan 
terhadapnya dalam arti menahannya atau mengasingkannya” . 
 
 
Menurut R Kusumanto Setyonegoro (Wagiati Soetodjo 
2008:10) dalam hal ini mengemukakan pendapatnya mengenai 
JuvenilleDelinquency antara lain sebagai berikut : 
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Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat - syarat  
dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, 
oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku 
suatu lingkungan masyarakat yang berkebudayaan tertentu . 
Apabila individu itu masih anak – anak, maka sering tingkah laku 
serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku  yang sukar atau 
nakal. Jika ia berusaha adolescent atau preadolescent, maka 
tingkah laku ia disebut delikuent, dan jika ia dewasa maka tingkah 
laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang – terangan 
melawan hukum disebut kriminal. 
 
Sedangkan Romli Atmasasmita (Wagiati Soetodjo 2008:11) 
memberikan pula perumusan JuvenilleDelinquency, yaitu sebagai berikut: 
Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah 
umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran 
terhadap norma – norma hukum yang berlaku serta dapat 
membahayakan perkembangan pribadi si anak bersangkutan. 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Juvenille Delinquency 
adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma 
hukum, norma sosial, yang dilakukan oleh anak – anak usia muda.  
Dijelaskan oleh  Wagiati Soetedjo (2008:17) bahwa : 
Anak-anak pelaku kejahatan biasanya mempunyai intelegensia 
verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil – 
hasil skolastik( prestasi sekolah rendah ) . Dengan kecerdasan 
yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, maka 
mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan 
delikuen yang jahat.” 
 
Stephen Hurwitz  (Wagiati Soetodjo 2008:18) mengungkapkan 
bahwa : 
Age is important in the causation of crime” ( usia adalah faktor 
yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kenakalan ) 
atau dapat pula dikatakan usia seseorang adalah faktor penting 
yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. 
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Paul M Tappan (Wagiati Soetodjo 2008:18) mengemukakan 
pendapatnya, bahwa : 
Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki – laki maupun 
anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki – 
laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak 
perempuan pada batas usia tertentu. 
 
Romli Atmasasmita (1983:51)lebih lanjut menjelaskan bahwa : 
Faktor kedudukan dalam keluarga juga mempengaruhi 
terciptanya kenakalan anak, De Croef setelah menyelidiki 200 
orang anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa, 
kebanyakan mereka berasal dari extreme position in the family 
(posisi ekstrim di keluarga) yakni first born, last born, and only 
child ( anak pertama, anak terakhir dan anak tunggal)”.  
 
Moeljatno (2002:115) juga menjelaskan bahwa : 
Adapun keluarga yang juga dapat menjadi sebab timbulnya 
kenakalan yang dilakukan oleh anak adalah dapat berupa 
keluarga yang tidak normal (broken home) dan keadaaan 
keluarga yang sangat menguntungkan, bahwa menurut pendapat 
umum broken home adalah kemungkinan ada kemungkinan 
besar bagi terjadinya kenakalan anak. 
 
Faktor pendidikan dan sekolah termasuk faktor ekstrinsik yang 
mempengaruhi kenakalan anak.Dalam hal ini sekolah merupakan ajang 
pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Proses 
pendidikan yang kurang menguntungkan memberikan pengaruh langsung 
maupun tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat 
menimbulkan kenakalan anak (Juvenile Delinquency). 
Adapun faktor pergaulan pada anak juga berpengaruh, Suhterland 
mengembangkan teori Association Differential yang menyatakan bahwa , 
anak menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah - tengah 
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suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuendijadikan sebagai 
sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya , karena itu 
semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, 
akan semakin lama pula proses berlangsungnya assosiasi differensial 
tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak jadi benar – benar 
menjadi anak nakal dan kriminal . 
Media massa juga sangat berpengaruh terhadap kenakalan anak 
.keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berubuat 
jahat kadang – kadang timbul dari bacaan, gambar – gambar, dan film 
.anak yang mengisi waktu luang dengan bacaan yang buruk akan 
berpengaruh terhadap anak tersebut berbuat hal – hal yang buruk dan 
menghalangi anak tersebut berbuat hal – hal yang baik. Demkian pula 
dengan tontonan yang memuat unsur pornografi akan member 
rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan tersebut dapat 
berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak tersebut. 
Untuk lebih memperjelas kajian tentang gejala kenakalan anak 
seperti yang telah diuraikan di atas, perlu diketahui sebab – sebab 
timbulnya kenakalan anak atau faktor  – faktor yang mendorong anak 
melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang 
dilakukannya perbuatan itu. Dengan perkataan lain perlu dketahui 
motivasinya.  
Bentuk dari motivasi tersebut ada 2 ( dua ) macam, yaitu: motivasi 
intrinsik dan motivasi eksintrik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik 
adalah dorongan atau keinginan pada diri seorang yang tidak perlu 
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disertai perangsang dari luar, sedangkan eksintrik adalah dorongan yang 
datang dari luar diri seseorang. 
Berikut ini Bimo Walgito (1982:47) mengemukakan 
pendapatnya mengenai motivasi insentrik dan eksentrik dari kenakalan 
anak : 
1. Yang termasuk motivasi insentrik dari pada kenakalan anak 
– anak adalah : 
a. Faktor intelegentia; 
b. Faktor usia; 
c. Faktor kelamin; 
d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga; 
 
2. Yang termasuk motivasi eksentrik adalah : 
a. Faktor rumah tangga; 
b. Faktor pendidikan dan sekolah; 
c. Faktor pergaulan anak; 
d. Faktor media massa;  
 
3. Jenis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh 
Anak 
a. Sanksi Pidana 
Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang 
yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, 
menrut ketentuan Pasal 10 KUHPidana,  pidana terdiri dari pidana 
pokok,  pidana tambahan, pidana penjara, pidana kurungan, dan 
pidana denda. Sementara pidana tambahan dapat berupa 
pencabutan hak – hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan 
pengumuman keputusan hakim. 
Undang – undang  No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
memiliki perbedaan dengan ketentuan pada Pasal 10 
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KUHPidanadan membuat sanksinya sendiri. Adapun pidana pokok 
menurut Pasal 23 ayat (2) UU Pengadilan Anak terdiri dari: 
a. Pidana penjara. 
b. Pidana kurungan; 
c. Pidana denda; atau 
d. Pidana pengawasan 
 
Ad.a pidana penjara 
Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat 
dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. 
Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak 
nakalyang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 ayat (1) 
Uu o. 2 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, paling lama 
setengah dari maksimum ancaman pidana penjara orang 
dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam 
dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka 
bagi anak ancaman pidana itu maksimum 10 ( sepuluh ) tahu. 
Bagi anak yang melakukan tindak pidana yang belum 
mencapai umur 12 ( dua belas ) tahun dan melakukan tindak 
pidana yang diancam seumur hidup atau hukuman mati, 
sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf a UU Nomor 3 tahun 
1997 Tentang Pengadilan Anak, maka terhadapnya tidak 
dapat dijatuhkan hukuman pidana, melainkan menyerahkan 
anak itu kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja . 
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Ad.b Pidana kurungan 
Pasal 27 UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
menyatakan bahwa : 
pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak 
nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka2 huruf 
a, paling lama ½ ( satu per dua ) dari maksimum ancaman 
pidana kurungan bagi orang dewasa  
 
Ad.c Pidana Denda 
Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – undang nomor 3 Tahun 
1997 Tentang Pengadilan Anak adalah setengah dari 
maksimum ancaman pidana denda dari orang dewasa. 
Apabila pidana denda tersebut ternyata tidak sanggup untuk 
dibayar, maka diganti dengan waji latihan kerja.Hal tersebut 
merupaka upaya untuk mendidik anak – anak yang 
bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat 
bagi dirinya sendiri. Sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang 
– undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak  . 
Lama wajib kerja sebagai pengganti denda dilakukan 
paling lama 90 ( Sembilan puluh ) hari kerja dan lama latihan 
kerja tidak lebih dari 4 ( empat ) jam sehari serta tidak 
dilakukan pada malam hari. 
Ad.d Pidana Pengawasan 
Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak 
nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, 
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paling singkat 3 ( tiga ) bulan dan paling lama 2 ( dua ) tahun. 
Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan 
pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah. 
Adapun pidana bersyarat yang dapat dijatuhkan kepada 
anak diatur sesuai Pasal 29 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak sebagai berikut : 
a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila 
pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) 
tahun . 
b. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat 
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditentukan 
syarat umum dan syarat khusus. 
c. Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan 
melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa 
pidana bersyarat. 
d. Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak 
melakukan hal tertentu yang dtetapkan dalam putusan 
hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. 
e. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih 
pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat 
umum 
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f. Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana 
dimaksud dalam Ayat (1) paling lama 3 ( tiga) tahun. 
g. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa 
melakukan pengawasan, dan pembimbing  
kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak 
nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan. 
h. Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing 
oleh Lembaga Pemasyarakatan dan berstatus sebagai 
Klien Pemasyarakatan. 
i. Selama Anak Nakal berstatus sebagai klien 
Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah. 
Adapun pidana tambahan bagi anak yang melakukan 
tindak pidana sesuai dalam Pasal 23 Ayat ( 3 ) Undang – 
Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
berupa perampasan barang – barang tertentu, dan atau 
pembayaran ganti kerugian. 
b. Sanksi Tindakan  
Anak yang melakukan tindak pidana yang belum berumur 12 
(dua belas) tahun melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang – undang 
Pengadilan Anak, diancam pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan 
tindakan, sedangkan yang melakukan tindak pidana yang diancam 
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mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal 
tersebut dijatuhkan salah satu tindakan. Untuk dapat diajukan ke 
depan pengadilan anak, maka Anak Nakal minimum telah berumur 
12 (dua belas) tahun dan maksimum 18 (delapan belas tahun). 
Menurut Darwin prints (2003:27) mengenai batas umur anak 
nakal adalah sebagai berikut : 
Anak yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 8 
(delapan ) tahun belum dapat diajukan ke depan siding 
Pengadilan Anak, didasarkan pada pertimbngan sosiologis dan 
psikologis bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) 
tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Akan tetapi dalam hal anak melakukan tindak pidana dalam 
batas umur 12 (dua belas) dan belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun melakukan tindak pidana  maka ia 
diajukan ke depan sidang Pengadilan Anak. 
 
Sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan 
melakukan tindakan terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 
angka 2 huruf a dan b UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak adalah dibeikan tindakan disertai teguran dan syarat – syarat 
tambahan yang ditetapkan oleh Hakim. Syarat tambahan tersebut 
kewajiban melapor secara periodik kepada Pembimbing 
Kemasyarakatan.Untuk menentukan anak dapat dikenakan pidana 
atau sanksi haruslah memperhatikan berat ringannya kejahatan atau 
kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut.Selain itu juga harus 
memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang 
tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan antara anggota keluarga 
kepada penghuninya dan memperhatikan laporan Pembimbing 
Kemasyarakatan. 
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Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal 
sesuai dalam Pasal 24 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, adalah sebagai berikut : 
a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh 
Anak nakal dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang 
tua, wali, orang tua asuh, apabila menurut penilaian hakim 
anak nakal tersebut masih dapat dibina di lingkungan orang 
tua, wali, orang tua asuhnya. Akan tetapi anak tersebut masih 
dalam pengawasan dan bimbingan Pembimbing 
Kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan 
kepramukaan, dan lain – lain . 
b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja. 
Dalam hal penilaian hakim, pendidikan dan pembinaan 
terhadap anak nakal tidak dapat dilakukan di lingkungan 
keluarga, maka anak tersebut diserahkan kepada Negara dan 
disebut sebagai anak Negara.Anak tersebut ditempatkan di 
Lembaga Pemasyarakatan dan wajib untuk mengikuti 
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tujuannya adalah 
untuk member bekal keterampilan kepada anak berupa : 
keterampilan pertukangan, pertanian, perbengkelan, dan 
sebagainya. Hasil yang diharapkan dengan adanya 
pemberian keterampilan tersebut yaitu agar anak tersebut 
memiliki keterampilan sehingga dapat hidup mandiri 
kedepannya. 
c. Menyerahkan kepada departemen sosial , atau organisasi 
sosial , kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja ntuk dididik dan dibina. 
Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dam 
latihan kerja tersebut diselenggarakan oleh pemerintah di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Departemen Sosial, 
akan tetapi dalam hal kepentingan si anak mengkehendaki, 
maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan 
kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti 
pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya. Apabila 
anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial 
kemasyarakatan, maka pendidikan agama anak tersebut 
harus diperhatikan 
 
Tindakan yang dikenakan oleh Hakim kepada anak nakal 
dapat disertai teguran dan syarat – syarat tambahan yang 
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ditetapkan oleh Hakim sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UU 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.Teguran 
tersebu dapat berupa peringatan dari Hakim baik secara 
langsung terhadap anak atau tidak langsung melalui orang 
tuanya, wali, atau orang tua asuhnya. 
Adapun maksud dari pemberian teguran ini adalah agar 
anak nakal tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan yang 
mengakibatkan ia dijatuhi tindakan tersebut. Sedangkan 
syarat tambahan yang diberikan oleh Hakim kepada anak 
nakal yang dijatuhi sanksi, tindakan dapat berupa kewajiban 
melapor secara periodik kepada Pembimbing 
Kemasyarakatan, misalnya : seminggu sekali, sebulan sekali, 
atau pada hari – hari tertentu. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal 
oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian awal berupa 
pengumpulan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya 
dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Kejaksaan 
Negeri Pinrang, Pengadilan Negeri Pinrang, Lembaga Perlindungan Anak 
Makassar, serta beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu 
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan 
Pusat Universitas Hasanuddin . 
B. Jenis-Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah data primer 
yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui wawancara langsung 
kepada narasumber serta data sekunder yang diperoleh secara tidak 
langsung melalui penelitian kepustakaan ( library research )  baik dengan 
teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, 
artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada 
hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data  
1. Metode Penelitian 
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Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui 
metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian 
lapangan ( field research) 
a. Metode penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian 
yang dilakukan guna mengumpulkan data dari berbagai literatur 
yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
b. Metode penelitian lapangan (fieldresearch ) yakni penelitian yang 
dilakukan melalui cara wawancara langsung dan terbuka dalam 
bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan  
permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data – data 
yang diperlukan. 
 
2. Metode Pengumpulan  Data 
a. Wawancara ( interview ), yakni penulis mengadakan tanya jawab 
dengan pihak – pihak yang terkait langsung dengan masalah 
yang akan dibahas. 
b. Dokumentasi , yakni penulis mengambil data dengan mengamati 
dokumen – dokumen atau arsip – arsip yang diberikan oleh pihak 
terkait dalam ini Kejaksaan Negeri Pinrang dan Pengadilan 
Negeri Pinrang. 
D. Metode Analisis Data 
Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk 
menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna 
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memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian 
nantinya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Anak Sebagai 
Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak. 
Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, 
yakni : melalui pemberian hak – hak terhadap anak yang dapat dikaitkan 
dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, 
jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, 
kekerasan, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di 
bidang kesusilaan anak – anak dan kaum perempuan menjadi obyek 
pelecehan dan hak – haknya yang tidak berdaya menghadapi kebiadapan 
individual, kultural, dan struktural yang dibenarkan. Nilai kesusilaan yang 
seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri 
kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku adidaya.Salah satu 
langkah antisipasi atas kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrumen 
hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum.Dan diupayakan 
bahwa perilaku yang dinilai melanggar hukum dapat ditanggulangi secara 
preventif dan represif. Sehingga dalam hal ini melalui payung hukum hak 
– hak anak akan secara nyata dilindungi. 
Berikut penulis akan menguraikan mengenai penerapan hukum 
pidana materiil dalam kasus putusan Nomor:121/Pid.B/2011/PN.Pinrang, 
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maka perlu terlebih dahulu posisi kasus. Adapun posisi kasusnya sebagai 
berikut : 
1. Posisi Kasus 
PUJANGGA Alias PUJA Bin BAKRI, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 
2011 sekitar pukul 13.00 Wita atau sekitar waktu itu, bertempat di dalam 
rumah Tapong,  tepatnya di Jalan Bulu Pakoro ex belakang stadion Bau 
Massepe Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, telah melakukan 
kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan 
yang mengakibatkan luka terhadap anak yakni IKSAN Bin HARLI yang 
baru berusia 17 Tahun, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan 
cara sebagai berikut : 
Pada awalnya terdakwa bersama – sama dengan Iksan bin Harli 
sementara menghisap lem fox di teras rumah Tapong kemudian Iksan bin 
Harli bercanda dengan Mangkok namun Terdakwa menegur Iksan bin 
Harli namun Iksan berkata “kenapa kamu melarang, kamu juga mau 
melawan saya”, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Tapong 
untuk mengambil badik milik terdakwa yang disimpan dalam lemari 
Tapong selanjutnya Terdakwa menyembunyikan badik tersebut di dalam 
bajunya dan keluar menemui Iksan bin Harli dan ketika Terdakwa melihat 
Iksan bin Harli sementara membeli rokok maka Terdakwa langsung 
Menghampiri Iksan bin Harli dan tanpa berkata apa – apa Terdakwa 
langsung menikam Iksan bin Harli sebanyak 3 (tiga) kali dan tikaman 
pertama mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan, tikaman kedua 
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mengenai pada punggung sebelah kanan, dan tikaman ketiga mengenai 
pada lengan, dan setelah melakukan penikaman terhadap Iksan bin Harli 
Terdakwa langsung melarikan diri. 
Akibat perbuatan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Iksan 
bin Harli mengalami luka pada bagian pinggang sebelah kanan, serta 
lengan sebelah kanan, serta lengan sebelah kanan, sebagaimana 
diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 009/RSUL/VER/V/2011, 
tanggal 23 Mei 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada 
Rumah Sakit Umum Lasirang Kabupaten Pinrang, yang pada hasil 
pemeriksaan ditemukan : 
- Luka terbuka pada punggung sebelah kanan bagian atas ukuran 
panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dalam tiga 
sentimeter koma pinggir luka rata; 
- Luka terbuka pada punggung kanan bagia bawah ukuran panjang 
satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dalam lima 
sentimeter koma pinggir luka rata; 
- Luka terbuka pada lengan atas tangan kanan ukuran panjang 
satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dalam tiga sentimeter 
koma pinggir luka rata. 
Berdasarkan posisi kasus di atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
terhadap tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Pujangga Alias Puja  
Bin Bakri yang dibacakan dihadapan  Hakim Pengadilan Negeri Pinrang 
yang disusun scara subsidaritas adalah sebagai berikut : 
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- Primair  
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada 
Pasal 80 ayat 2 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
- Subsidair  
Perbuatan terdakwa tersebuat diatur dan diancam pidana pada 
Pasal 80 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. 
 
Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa 
terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana 
penganiayaan terhadap anak . Jaksa Penuntut Umum mengemukakan 
unsur – unsur tindak pidana penganiayaan yang diajukan yang dilakukan 
oleh terdakwa berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) dan Pasal 80 Ayat (1) . 
Adapun unsur – unsur tindak pidana penganiayaan  terhadap anak 
dalam Pasal 80 Ayat 2 UU Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak adalah sebagai berikut : 
1. Setiap Orang 
Yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 1 ke-16 
UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah 
perseorangan atau korporasi yang dapat mempertanggungjawabkan 
 42 
perbuatannya sebagai subyek hukum, penanggung hak dan 
kewajiban. Dalam hal ini Pujangga Alias Puja  Bin Bakri . 
2. Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman 
Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak. 
Yang dimaksud dengan tindakan kekerasan atau 
penganiayaan disini yakni suatu tindakan yang menimbulkan rasa 
sakit terhadap diri orang lain , yang mana bisa merujuk pada 
ketentuan Pasal 351 KUHPidana, namun dikarenakan dalam 
perkara ini korbannya adalah anak dibawah umur yakni belum 
mencapai 18 tahun maka penganiayaan diatur dalam ketentuan 
UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Selanjutnya fakta – fakta yang dihubungkan dengan keterangan 
saksi – saksi dan keterangan terdakwa telah melakukan tindakan 
kekerasan atau penganiayaan dengan menikam korban 
sebanyak tiga kali sehingga menimbulkan luka sobek sesuai 
diuraikan dalam visum et repertum.   
Sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan 
menurut keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa 
sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar 
terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan ( penganiayaan) 
terhadap anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. 
3. Yang Menyebabkan Luka berat  
 43 
Yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 
KUHPidana adalah : 
- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan 
harapan akan sembuh sama sekali, atau yang 
menimbulkan bahaya maut 
- Tidak mampu terus – menerus untuk menjalankan tugas  
jabatan atau pekerjaan pencarian 
- Kehilangan salah satu panca indera 
- Mendapat acat berat 
- Menderita sakit lumpuh  
- Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih 
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan 
 
Penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana materiil 
oleh Jaksa Penuntut Umum cenderung hanya mengikuti penerapan 
ketentuan pidana materiil  yang dikenakan oleh penyidik kepolisian. Tetapi 
tidak berarti Jaksa Penunntut Umum hanya menerima begitu saja 
penyusunan pasal – pasal oleh penyidik. Sesuai dengan tugasnya Jaksa 
Penuntut Umum melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama 
terdakwa. Terdakwa dikenakan Pasal 80 Ayat (2) UU Perlindungan Anak 
Jo UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai Dakwaan 
Primair dan Pasal 80 Ayat (1)  UU Perlindungan Anak Jo UU No 3 Tahun 
1997tentang Pengadilan Anak sebagai Dakwaan subsidair. Berdasarkan 
hasil penyidikan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, yang 
terbukti adalah dakwaan subsidair yaitu Pasal 80 Ayat (1)  Undang – 
Undang Perlindungan Anak Jo UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak. Hal ini dilakukan karena Terdakwa memang hanya melakukan 
penganiayaan biasa. Setelah memperhatikan ketentuan Pasal 90 
KUHPidana dihubungkan dengan fakta persidangan serta surat visum et 
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repertum maka dapat disimpulkan luka yang dialami oleh saksi korban 
Iksan bin Harli tidak termasuk dalam kualifikasi luka berat, oleh karena 
unsur luka berat tidak terpenuhi maka sudah tepat jika terdakwa harus 
dibebaskan dari dakwaan Primair. 
Selain itu, wawancara penulis dengan salah seorang anggota 
majelis hakim yang mengadili perkara anak ini yaitu Bapak Zeni Zenal 
Mutaqin. S.H. (wawancara pada tanggal 29 oktober 2012) pada dasarnya 
berpendapat bahwa : 
Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair karena unsur luka berat 
tidak terpenuhi dan penganiayaan tersebut termasuk penganiayaan 
biasa, hakim hanya bertugas untuk menerima,memeriksa, dan 
memutus perkara. Selain itu ancaman pemidanaan bagi anak yang 
melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut telah sesuai 
dengan perbuatannya. Hakim boleh saja memutus untuk tidak 
dijatuhkan pemidanaan, akan tetapi tuntutan dari keluarga korban 
yang mengalami kekerasan juga harus diperhatikan. 
 
Penulis berpendapat bahwa hakim berpedoman pada Bab I 
Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 KUHAP dimana wewenang hakim di 
pengadilan yaitu, mengadili yang merupakan serangkaian tindakan untuk 
menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas 
bebas, jujur. Dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam   KUHAP. Selain itu majelis hakim juga 
berdasar pada apa yang menjadi dakwaan penuntut umum, sesuai 
dengan fungsi   dari dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dalam proses 
peradilan pidana. Selain itu hakim juga lebih cenderung memperhatikan 
kondisi korban yang mendapat kerugian berupa kekerasan oleh terdakwa. 
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Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum 
dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya. 
Adanya dampak negatif dari perkembangan – perkembangan 
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan 
informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta perubahan 
gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang 
mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh 
terhadap nilai dan perilaku anak. 
Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan 
tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan 
segala cirri dan sifatnya yang khas. Anak yang sedang konflik dengan 
hukum haruslah mendapat perbedaan perlakuan dengan orang dewasa 
yang sedang berkonflik dengan hukum yang diatur dalam UU Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk lebih melindungi dan 
mengayomi masa depannya yang masih panjang. 
Mengenai sanksi terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak 
tersebut ditentukan berdasarkan perbedaanumur anak yaitu, bagi anak 
yang masih berumur delapan (8) tahun sampai dua belas (12) tahun 
hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orangtuanya, 
ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara 
.sedangkan terhadap anak yang telah mecapai umur diatas dua belas (12) 
tahun dan belum mencapai umur delapan belas (18) tahun menjadi pilihan 
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hakim yaitu dijatuhi pidana atau sanksi tindakan. Perbedaan perlakuan 
tersebut berdasarkan atas pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak. 
Adapun unsur – unsur tindak pidana penganiayaan  terhadap anak 
dalam Pasal 80 Ayat 1 UU Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak adalah sebagai berikut : 
1. Setiap Orang 
Yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 1 ke-
16 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindugan 
Anak adalah perseorangan atau korporasi yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek 
hukum, penanggung hak dan kewajiban. Dalam hal ini Pujangga 
Alias Puja  Bin Bakri  
2. Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman 
Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak. 
Yang dimaksud dengan tindakan kekerasan atau 
penganiayaan disini yakni suatu tindakan yang menimbulkan 
rasa sakit terhadap diri orang lain , yang mana bisa merujuk 
pada ketentuan Pasal 351 KUHPidana, namun dikarenakan 
dalam perkara ini korbannya adalah anak dibawah umur yakni 
belum mencapai 18 tahun maka penganiayaan diatur dalam 
ketentuan Undang – unang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. Selanjutnya fakta – fakta yang dihubungkan 
dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa telah 
melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan dengan 
menikam korban sebanyak tiga kali sehingga menimbulkan luka 
sobek sesuai diuraikan dalam visum et repertum.   
 
Sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan 
menurut keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa 
sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar 
terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan ( penganiayaan) 
terhadap anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. 
Berkaitan dengan masalah diatas, hasil wawancara penulis dengan 
Hakim Pengadilan Negeri Pinrang menyatakan bahwa : 
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Penerapan hukum pidana sudah sesuai dengan peraturan 
perundang – undangan sebagamana diatur dalam Pasal 80 Ayat 1 
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta UU 
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 
 
B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi 
Pidana Pada Anak Dalam Putusan Nomor : 121 / Pid. B / 2011 / 
PN.Pinrang. 
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana 
penganiayaan oleh terdakwa Pujangga Alias Puja  Bin Bakri yang 
dibacakan dihadapan  Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sebagai berikut : 
- Primair  
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana 
pada Pasal 80 ayat 2 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
- Subsidair  
Perbuatan terdakwa tersebuat diatur dan diancam pidana 
pada Pasal 80 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2002  tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak. 
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di 
persidangan yang memohon agar  Hakim Menjatuhkan Putusan sebagai 
berikut : 
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- Menyatakan terdakwa Pujangga Alias Puja  Bin Bakri bersalah 
melakukan tindak pidana penganiayaan anak di bawah umur 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 2 
Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak Jo. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, Subsidair Pasal 80 ayat 1 UU Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 3 Tahun 
1997 Tentang Pengadilan Anak. 
-  Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pujangga Alias Puja  Bin 
Bakri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi 
seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara 
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 
- Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
1000,- (seribu rupiah). 
 
3. Pertimbangan Hakim 
Keputusan hakim sangat tergantung dari proses pembuktian dan 
keyakinan hakim dengan berdasarkan atas alat bukti yang diajukan dalam 
persidangan yang diberikan dalam bentuk putusan yang sifatnya 
memaksa. Sebagaimana asas hukum dimana hakim berperan aktif dalam 
memeriksa, dan mengadili suatu perkara. 
Pembuatan suatu putusan hakim merupakan suatu proses yang 
kompleks dan tidak gampang sehingga memerlukan pelatihan, 
pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam upaya membuat putusan, hakim 
harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan 
penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang – barang 
bukti, dan pasal – pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan 
nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat 
perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, 
serta hkim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan 
pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur – unsur tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya. 
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Mengenai kasus yang penulis teliti ini, dalam putusan majelis Hakim 
dimana terdakwa Pujangga Alias Puja  Bin Bakri  dinyatakan telah terbukti 
secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan 
terhadap saksi korban Iksan bin Harli . 
Adapun yang menjadi pertimbangan – pertimbangan Hakim terhadap 
delik penganiayaan yang dilakukan terdakwa Pujangga Alias Puja  Bin 
Bakri terhadap saksi korban Iksan bin Harli adalah sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak 
mengajukan keberatan / eksepsi, bahkan terdakwa membenarkan 
dakwaan tersebut: 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut 
Umum mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di 
bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : 
a)   Saksi Karman Alias Tapong bin Hamid 
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada 
hubungan keluarga. 
- Bahwa benar terdakwa pada hari rabu tanggal 11 mei 2011 
pukul 13.00 WITA bertempat dirumah saksi sendiri tepatnya di 
Jalan Bulu Tirasa ex belakang stadion bau massepe Kecamatan 
Paleteang Kabupaten Pinrang  terdakwa melakukan penikaman 
terhadap korban sebanyak tiga kali. 
- Bahwa benar terdakwa menyimpan badiknya di dalam lemari 
saksi Tapong bin Hamid. 
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP benar. 
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b) Saksi Muh.Khaerul Alias Iyos bin Syuhada 
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada 
hubungan keluarga. 
- Bahwa pada awalnya terdakwa sementara main game di rumah 
Tapong  bersama dengan Dalle lalu saksi korban selalu 
memperlihatkan  uang hasil taruhan main game kepada 
terdakwa sehingga terdakwa merasa jengkel. 
- Bahwa lalu terdakwa keluar dan duduk di bale – bale dan tidak 
lama kemudian korban datsng bersama saksi mangkok dan 
bercanda sehingga bale – balenya bergoyang dan terdakwa 
merasa terganggu 
-  Bahwa kemudian karena emosi terdakwa masuk ke dalam 
rumah saksi Tapong mengambil pisau selanjutnya terdakwa 
menghampiri saksi korban  dan menikamnya sebanyak tiga kali 
yaitu dibagian punggung kanan, bagian pinggang kanan, dan 
lengan kanan bagian atas. 
c) Saksi Rusman Alias Mangkok bin Rusdi 
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada 
hubungan keluarga. 
- Bahwa benar terdakwa menikam korban sebanyak tiga kali. 
- Bahwa benar terdakwa terlebih dahulu menghisap lem fox. 
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 
terdakwa yang pokonya sebagai berikut : 
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a. Bahwa terdakwa Pujangga alias Puja Bin Bakri, pada hari Rabu 
tanggal 11 mei 2011 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di 
rumah Tapong tepatnya di Jalan Bulu Tirasa ex belakang stadion 
bau massepe Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, telah 
menikam saksi korban Iksan Bin Harli. 
b. Bahwa pada awalnya terdakwa sementara main game di rumah 
tapong bersama dengan Dalle lalu saksi korban selalu 
memperlihatkan uang hasil taruhan main game kepada terdakwa 
sehingga terdakwa merasa jengkel. 
c. Bahwa lalu terdakwa pergi keluar dan duduk di bale – bale dan 
tidak lama kemudian saksi korban datang dengan saksi mangkok 
dan bercanda sehingga bale – balenya bergoyang dan terdakwa 
merasa terganggu 
d. Bahwa kemudian karena emosi terdakwa masuk ke dalam rumah 
Tapong mengambil pisau selanjutnya terdakwa menghampiri 
saksi korban dan menikamnya sebanyak tiga (3) kali yaitu 
dibagian punggung kanan, bagian pinggang kanan, dan lengan 
kanan bagian atas. 
e. Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang 
rumah Tapong menuju terminal. 
f. Bahwa di terminal terdakwa naik Pete – Pete / angkot menuju 
sidrap 
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g. Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa ditinggal di Pete – Pete / 
angkot. 
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi 
keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta – fakta 
hukum sebagai berikut : 
a. Bahwa terdakwa Pujangga alias Puja Bin Bakri, pada hari Rabu 
tanggal 11 mei 2011 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah 
Tapong tepatnya di Jalan Bulu Tirasa ex belakang stadion bau 
massepe Kecamatan Paletean, Kabupaten Pinrang, telah menikan 
saksi korban Iksan Bin Harli. 
b. Bahwa pada awalnya terdakwa sementara main game di rumah 
tapong bersama dengan Dalle lalu saksi korban selalu 
memperlihatkan uang hasil taruhan main game kepada terdakwa 
sehingga terdakwa merasa jengkel. 
c. Bahwa lalu terdakwa pergi keluar dan duduk di bale – bale dan 
tidak lama kemudian saksi korban datang dengan saksi mangkok 
dan bercanda sehingga bale – balenya bergoyang dan terdakwa 
merasa terganggu 
d. Bahwa kemudian karena emosi terdakwa masuk ke dalam rumah 
Tapong mengambil pisau selanjutnya terdakwa menghampiri saksi 
korban dan menikamnya sebanyak tiga (3) kali yaitu dibagian 
punggung kanan, bagian pinggang kanan, dan lengan kanan 
bagian atas. 
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e. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban 
mengalami luka pada bagian pinggang sebelah kanan, serta lengan 
sebelah kanan sebagaimana diuraikan dalam Visum et  Repertum 
nomor : 009/RSUL/VER/V/2011, tanggal 23 Mei 2011, dan dibuat 
dan ditandatangani oleh dokter Masrul, dokter pada Rumah Sakit 
Umum Lasirang Kabupaten Pinrang. 
Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan 
mempertimbangkan fakta – fakta hukum terdakwa dapat dinyatakan telah 
melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. 
Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena 
didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara 
subsidaritas yaitu Primair: melanggar ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang – 
undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak Jo. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak.Subsidair : melanggar ketentuan Pasal 80 ayat 1 
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002  tentang 
Perlindungan Anak Jo. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. 
Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah, 
maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur – sur delik 
dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan 
kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bersifat 
Subsidaritas, selanjutnya untuk menentukan dakwaan mana yang terbukti 
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sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan tersebut secara satu persatu dan apabila 
salah satu dakwaan terbukti , dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan 
lagi. 
Menimbang, bahwa unsur – unsur delik dari pasal yang didakwakan 
oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut adalah sebagai 
berikut : 
1. Setiap orang 
Menimbang,   bahwa yang dimaksud setiap orang adalah 
orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum 
pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk 
kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka 
persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 
seorang terdakwa yang mengaku bernama Pujangga Alias Puja  
Bin Bakri dengan identitas slengkapnya sebagaimana termuat 
dalam surat dakwaan, dan terdakwa membenarkan sebagai 
orang yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga 
dengan adanya fakta hukum tersebut dapat dihindari terjadinya 
error in persona. 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang 
harus dinyatakan telah terbukti secara hukum dan terdakwa yaitu 
Pujangga Alias Puja  Bin Bakri sebagai manusia yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
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2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman 
kekerasan, atau penganiayaan. 
Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak 
pidana yag dibuat secara alternatif yakni perbuatan melakukan 
kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan. 
Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal 
yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu 
bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka 
terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi 
perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah 
suatu perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit 
atau luka pada orang lain. 
Menimbang, bahwa apabila hal diatas diatas dikaitkan 
dengan fakta dan keadaan dipersidangan, maka akan didapati 
hal – hal sebagai berikut : 
- Bahwa terdakwa Pujangga alias Puja Bin Bakri, pada hari 
Rabu tanggal 11 mei 2011 sekitar pukul 13.00 Wita, 
bertempat di rumah Tapong tepatnya di Jalan Bulu Tirasa 
ex belakang stadion bau massepe Kecamatan 
Paleteang, Kabupaten Pinrang, telah menikam saksi 
korban Iksan Bin Harli. 
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- Bahwa pada awalnya terdakwa sementara main game di 
rumah tapong bersama dengan Dalle lalu saksi korban 
selalu memperlihatkan uang hasil taruhan main game 
kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa jengkel. 
- Bahwa lalu terdakwa pergi keluar dan duduk di bale – 
bale dan tidak lama kemudian saksi korban datang 
dengan saksi mangkok dan bercanda sehingga bale – 
balenya bergoyang dan terdakwa merasa terganggu 
- Bahwa kemudian karena emosi terdakwa masuk ke 
dalam rumah Tapong mengambil pisau selanjutnya 
terdakwa menghampiri saksi korban dan menikamnya 
sebanyak tiga (3) kali yaitu dibagian punggung kanan, 
bagian pinggang kanan, dan lengan kanan bagian atas. 
Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut diatas 
diketahui bahwa terdakwa telah dengan sengaja melukai saksi 
korban dengan menggunakan sebilah pisau yang mengena pada 
bagian punggung sebelah kanan, pinggang sebelah kanan, serta 
lengan sebelah kanan, sebagaimana diuraikan dalam Visum et 
Repertum Nomor : 099/RSUL/VER/V/2011, tanggal 23 Mei 2011, 
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Masrul, dokter pada 
Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang, yang pada 
hasil pemeriksaan ditemukan : 
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- Luka terbuka pada punggung sebelah kaan bagian atas 
ukuran panjang satu sentimeter, lebar setengah 
sentimeter, dalam tiga sentimeter koma pinggir luka rata; 
- Luka terbuka pada punggung kanan bagia bawah ukuran 
panjang satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, 
dalam lima sentimeter koma pinggir luka rata; 
- Luka terbuka pada lengan atas tangan kanan ukuran 
panjang satu sentimeter, leba setengah sentimeter, dalam 
tiga sentimeter koma pinggir luka rata 
Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas Hakim 
berpendapa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan 
telah nyata terpenuhi. 
Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas unsur 
ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa 
 
3. Terhadap anak 
Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – 
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang 
dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 ( 
delapan belas ) tahun, termasuk dalam kandungan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban 
bersesuaian dengan surat Ijazah Sekolah Pertama yang 
terlampir dalam berkas perkara diperoleh fakta bahwa saksi 
korban lahir pada tanggal 04 November 1994 sehingga pada 
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saat kejadian umur saksi korban belum genap 18 (delapan 
belas) tahun. 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah pula 
terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. 
4. Yang mengakibatkan luka berat 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat 
menurut Pasal 90 KUHPidana adalah : 
- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak 
memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau 
yang menimbulkan bahaya maut 
- Tidak mampu terus – menerus untuk menjalankan 
tugas  jabatan atau pekerjaan pencarian 
- Kehilangan salah satu panca indera 
- Mendapat acat berat 
- Menderita sakit lumpuh  
- Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih 
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan 
 
Menimbang, bahwa setelah  memperhatikan ketentuan 
Pasal 90 KUHPidana tersebut dihubungkan dengan fakta 
persidangan serta surat Visum et Repertum maka hakim menilai 
luka yang dialami oleh saksi koban Iksan bin Harli tidak termasuk 
dalam kualifikasi luka berat  
Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas Hakim 
berpendapat unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
diatas, maka unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi 
menurut hukum, oleh karena itu maka terdakwa haruslah 
dinyatakan tidak bersalah dinyatakan tidak terbukti secara sah 
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dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan  
dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus pula 
dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut. 
Menimbang, oleh karena terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair 
maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair 
yaitu melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang – undang No 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – undang Nomor 3 
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang unsur – unsurnya sebagai 
berikut : 
1. Setiap orang 
Menimbang,   bahwa yang dimaksud setiap orang adalah 
orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum 
pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk 
kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka 
persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 
seorang terdakwa yang mengaku bernama Pujangga Alias Puja  
Bin Bakri dengan identitas slengkapnya sebagaimana termuat 
dalam surat dakwaan, dan terdakwa membenarkan sebagai 
orang yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga 
dengan adanya fakta hukum tersebut dapat dihindari terjadinya 
error in persona. 
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Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang 
harus dinyatakan telah terbukti secara hukum dan terdakwa yaitu 
Pujangga Alias Puja  Bin Bakri sebagai manusia yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman 
kekerasan, atau penganiayaan. 
Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak 
pidana yag dibuat secara alternatif yakni perbuatan melakukan 
kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan. 
Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal 
yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu 
bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka 
terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi 
perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah 
suatu perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit 
atau luka pada orang lain. 
Menimbang, bahwa apabila hal diatas diatas dikaitkan 
dengan fakta dan keadaan dipersidangan, maka akan didapati 
hala – hal sebagai berikut : 
- Bahwa terdakwa Pujangga alias Puja Bin Bakri, pada hari 
Rabu tanggal 11 mei 2011 sekitar pukul 13.00 Wita, 
bertempat di rumah Tapong tepatnya di Jalan Bulu Tirasa 
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ex belakang stadion bau massepe Kecamatan Paleteang, 
Kabupaten Pinrang, telah menikam saksi korban Iksan 
Bin Harli. 
- Bahwa pada awalnya terdakwa sementara main game di 
rumah tapong bersama dengan Dalle lalu saksi korban 
selalu memperlihatkan uang hasil taruhan main game 
kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa jengkel. 
- Bahwa lalu terdakwa pergi keluar dan duduk di bale – 
bale dan tidak lama kemudian saksi korban datang 
dengan saksi mangkok dan bercanda sehingga bale – 
balenya bergoyang dan terdakwa merasa terganggu 
- Bahwa kemudian karena emosi terdakwa masuk ke 
dalam rumah Tapong mengambil pisau selanjutnya 
terdakwa menghampiri saksi korban dan menikamnya 
sebanyak tiga (3) kali yaitu dibagian punggung kanan, 
bagian pinggang kanan, dan lengan kanan bagian atas. 
Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut diatas 
diketahui bahwa terdakwa telah dengan sengaja melukai saksi 
korban dengan menggunakan sebilah pisau yang mengena pada 
bagian punggung sebelah kanan, pinggang sebelah kanan, serta 
lengan sebelah kanan, sebagaimana diuraikan dalam Visum et 
Repertum Nomor : 099/RSUL/VER/V/2011, tanggal 23 Mei 2011, 
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Masrul, dokter pada 
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Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang, yang pada 
hasil pemeriksaan ditemukan : 
- Luka terbuka pada punggung sebelah kaan bagian atas 
ukuran panjang satu sentimeter, lebar setengah 
sentimeter, dalam tiga sentimeter koma pinggir luka 
rata; 
- Luka terbuka pada punggung kanan bagia bawah 
ukuran panjang satu sentimeter, lebar setengah 
sentimeter, dalam lima sentimeter koma pinggir luka 
rata; 
- Luka terbuka pada lengan atas tangan kanan ukuran 
panjang satu sentimeter, leba setengah sentimeter, 
dalam tiga sentimeter koma pinggir luka rata 
Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas Hakim 
berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan 
telah nyata terpenuhi. 
Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas 
unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa 
3. Terhadap anak 
Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – 
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang 
dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 ( 
delapan belas ) tahun, termasuk dalam kandungan. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban 
bersesuaian dengan surat Ijazah Sekolah Pertama yang 
terlampir dalam berkas perkara diperoleh fakta bahwa saksi 
korban lahir pada tanggal 04 November 1994 sehingga pada 
saat kejadian umur saksi korban belum genap 18 (delapan 
belas) tahun. 
Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair unsure ini telah 
terpenuhi dan terbukti secara hukum, maka demikian halnya 
dengan pertimbangan unsur dakwaan Subsidair ini, juga 
dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara 
hukum 
Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure 
dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa 
dalam dakwakan Subsidair, oleh karenanya hakim 
berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana : Pasal 80 Ayat 1 UU 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU  
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure delik yang 
terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa 
telah terbukti dan tepenuhi, maka hakim berpendapat bahwa 
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah 
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dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah 
didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. 
Menimbang, bahwa hakim juga telah memperhatikan 
Laporan dari hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)yang 
dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB 
Kabupaten Pinrang bertanggal 01 Juni 2011 dengan hasil 
pemeriksaan yang berkesimpulan bahwa dari data dan informasi 
diperoleh dalam  Penelitian Kemasyarakatan, bahwa klien 
mempunyai indikasi yang kuat melakukan tindak pidana 
penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 (2) 
KUHPidana dan agar diperhatikan bahwa klien masih dibawah 
umur dan masih ada harapan memperbaiki diri, demi masa 
depan klien, klien/terdakwa dapat diberikan hukuman sesuai 
dengan peraturan yang berlaku bagi anak dibawah umur sebagai 
upaya shock therapy klien yang bersangkutan. 
Menimbang bahwa karena sepanjang persidangan hakim 
tidak menemukan adanya hal – hal yang melepaskan perbuatan 
terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
pemaaf, maupun sebagai alas an pembenar, maka terdakwa 
haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya 
Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara 
sah, maka sesuai pasal 22 Ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan 
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dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan 
penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, 
maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam 
tahanan. 
Menimbang, bahwa  karena terdakwa dinyatakan bersalah 
dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk 
membayar biaya perkara. 
Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap 
terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal – hal yang dapat 
memberatkan dan hal – hal yang dapat meringankan pada diri 
terdakwa : 
Hal – hal yang memberatkan : 
 Sifat dari perbuatan terdakwa sendiri  
Hal – hal yang meringankan : 
 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan  
 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa 
bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya. 
 Terdakwa masih akan melanjutkan sekolah. 
 Terdakwa belum pernah dihukum. 
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 Terdakwa masih muda dan diharapkan untuk 
memperbaiki perilakunya dikemudian hari. 
Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata – 
mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan 
mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat 
serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang 
lagi baik oleh terdakwa maupun orang lain, dengan demikian 
hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini 
sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil. 
 
4. Amar Putusan 
Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 80 Ayat 2 UU 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo. UU Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim berpendapat unsur 
mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi sehingga Hakim memutuskan 
untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair, selanjutnya Hakim 
berpendapat unsur – unsur dalam dakwaan subsidair  telah terpenuhi 
maka Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 80 Ayat 1 UU Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak. 
Adapun amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : 
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MENGADILI 
- Menyatakan terdakwa Pujangga Alias Puja  Bin Bakri tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair. 
- Menyatakan terdakwa Pujangga Alias Puja  Bin Bakri telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur. 
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pujangga Alias Puja  Bin 
Bakri dengan hukuman penjara 7 (tujuh) bulan penjara. 
- Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.1000,- (seribu rupiah). 
 
5. Komentar Penulis 
a. Terhadap Pertimbangan Hakim 
Aspek – aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang 
didakwakan merupakan hal yang penting terhadap putusan 
hakim.Hal ini dikarenakan pada hakikatnya, pertimbangan yuridis 
merupakan pembuktian unsur – unsur dari suatu tindak pidana, 
apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai 
dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan – pertimbangan 
yuridis tersebut secara langsung akan berpegaruh besar terhadap 
amar / dictum putusan hakim. 
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Dalam praktik peradilan, putusan hakim sebelum pertimbangan 
– pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka 
hakim terlebih dahulu akan menarik fakta – fakta dalam persidangan 
yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para 
saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan 
diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta – fakta dalam 
persidangan berorientasi pada dimensi tentang, locus dan tempus 
aelicti, modus operandi  bagaimanakah tindak pidana tersebut 
dilakukan, penyebab atau latar belakang mengaka terdakwa 
melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung 
ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa 
yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan 
sebagainya. Setelah fakta – fakta dalam persidangan diungkapkan, 
pada putusan hakim kemudian dipertimbangkan terhadap unsur – 
unsur ( bestanddlen) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh 
jaksa/penuntut umum. 
Menurut analisa penulis hakim dalam pertimbangannya telah 
mempertimbangkan umur terdakwa yang tergolong masih dibawah 
umur. Sikap dan prilaku terdakwa selama persidangan yang 
membantu lancarnya proses hukum acara. Dan tentu saja dampak 
tindak pidana yang tidak biasa.Sebenarnya jika melihat realita yang 
ada, seorang anak di mata undang- undang itu memang tidak 
memungkinkan untuk melakukan tindak kriminal. Tetapi kenyataan 
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berkata lain, seperti perkara anak ini. Dalam proses penjatuhan 
pemidanaan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana, 
hakim juga memperhatikan pndangan masyarakat sekitar jangan 
sampai putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut memberikan 
persepsi negatif  terhadap hukum kita sendiri. Menurut penulis, hakim 
sudah sangat bijak dalam memutuskan perkara anak ini .tidak terlalu 
berat dan juga begitu ringan. Sesuai dengan apa yag telah dilakukan 
oleh terdakwa, dengan pertimbangan antara realita dan uu tanpa 
melanggar peraturan perundang – undangan tersebut . 
Terlebih menurut penulis perlu juga diperhatikan aspek – aspek 
seperti aspek psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan sosial 
tempat terdakwa tinggal dan dibesarkan, karena putusan hakim 
merupakan puncak suatu perkara pidana maka tentu saja hakim 
seharusnya juga mempertimbangkan aspek – aspek lainnya seperti 
aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap 
mencerminkan nilai – nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Sehingga 
dengan adanya pertimbangan –pertimbangan tersebut diharapakan 
dapat dihindari dari kemungkinan putusan hakim batal demi hukum ( 
ven rechtswege nietig atau null and vold ) karena kurang 
pertimbangan hukum (  onvoldende gemotiverd ), seperti Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 511 K/Pid/1988 dan 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1989 
K/Pid/1990 Tanggal 11 Februari 1991. 
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b. Terhadap Amar Putusan 
Hakim dalam melaksanakan tugasnya memiliki kekuasaan yang 
merdeka bebas dari campur tangan pihak manapun.Hakim memiliki 
kewenangan untuk menilai suatu perkara apakah dapat dipidana 
atau tidak. Dalam perkara yang penulis teliti merupakan perkara anak 
yang masih berusia 16 ( enam belas ) tahun. Dalam hal 
pertimbangan hakim hal tersebut telah dipertimbangkan sebagai hal 
yang meringankan. Sesuai tuntutan Penuntut Umum yang menuntut 
terdakwa dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan . 
Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Pinrang, Hakim 
cenderung menjatuhkan putusan pemidanaan bagi anak dalam perkara 
anak.Menurut penulis, penjatuhan pemidanaan terhadap anak dalam 
perkara ini sudah sangat memperhatikan laporan atau rekomendasi dari 
penelitian kemasyarakatan yang berisi data individu anak, keluarga, 
pendidikan, kehidupan sosial anak. 
Adapun dampak negatif yang dapat timbul bagi anak yang dijatuhkan 
pemidanaan sebagai berikut : 
- Anak akan mengalami trauma psikososial akut. Kosakata “polisi”, 
“jaksa”, “hakim”, “sidang pengadilan” adalah teror mental yang 
meruntuhkan struktural. 
- Proses persidangan, betapapun keputusan pengadilan 
menyatakan bebas, atau mengembalikan kepada orang tua atau 
hukuman percobaan, atau bebas bersyarat, tetapi anak telah 
menerima label narapidana, orang hukuman atau sejenisnya. 
Kata “ diadili “ pun sesungguhnya sebuah kata yang menakutkan 
bagi seorang anak, apalagi bila muara akhir dari pengadilan 
adalah penjara.  
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Dampak lain yang akan timbul terhadap anak yang dijatuhi hukuman 
pemidanaan yaitu, anak akan terpisah dari keluarganya sehingga akan 
berdampak pada gangguan hubungan keluarga seperti, kurangnya 
pendidikan, perhatian, dan bimbingan positif dari orang tua terpidana. 
Selain itu, masyarakat pada umumnya menolak kehadiran mantan 
terpidana anak terkait pandangan bahwa anak yang telah dijatuhi 
hukuman penjara maka anak tersebut dipandang sebagai anak nakal 
sehingga masyarakat akan khawatir kalau anak tersebut akan mengulangi 
kejahatannya dan akan mempengaruhi anak lain untuk melakukan 
kejahatan – kejahatan lainnya. Masa depan anak mantan narapidana 
tersebutpun dapat menjadi suram dikarenakan anak – anak mantan 
narapidana akan sulit terserap oleh lapangan kerja dikemudian hari terkait 
dengan pandangan bahwa anak tersebut tidak memiliki kelakuan yang 
baik. Maka dari itu penjatuhan pidana bagi anak tidaklah efektif dalam 
rangka menanggulangi kejahatan ataupun menimbulkan efek jera bagi 
anak tersebut.Hal ini pun terjadi di Pegadilan Negeri Pinrang terkait 
perkara anak nakal yang cenderung dijatuhi pidana penjara. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang hakim yang 
mengadili perkara tersebut yaitu Bapak Zeni Zenal Mutaqin. S.H. 
(wawancara pada tanggal 29 oktober 2012) yang mengatakan bahwa : 
Jika dilihat dari pelakunya yang anak, penjatuhan putusan 
pemidanaan tersebut memang biasa dikatakan kurang wajar, akan 
tetapi apabila dilihat dari sisi korban ataupun tuntutan dari keluarga 
korban yang ingin setimpal dengan apa yang ditimpa oleh anaknya, 
maka pemidanaan tersebut sudah setimpal untuk dikenakan 
terhadap pelaku 
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Dalam hal ini hakim juga berpendapat bahwa pidana penjara 
memang tidak seharusnya dijatuhkan kepada anak.Akan tetapi kondisi 
korban yang sudah mengalami luka akibat dari kekerasan yang dilakukan 
oleh terdakwa tentu harus mendapatkan perhatian.Sehingga dalam 
perkara ini perlu ditemukan solusi yang tepat agar putusan pemidanaan 
tidak hanya alat untuk menimbulkan efek jera dan balas dendam terhadap 
terdakwa. Akan tetapi agar terdakwa maupun korban tidak merasa 
dirugikan sehingga kedua belah pihak dapat merasa tidak dirugikan 
dikarenakan keduanya merupakan anak yang memilik masa depan yang 
masih panjang, salah satu solusinya adalah memberikan sanksi tindakan 
yang tepat atau perdamaian antara terdakwa dan korba tersebut. 
Sebagaiman kita ketahui putusan pidana penjara merupakan perampasan 
kemerdekaan bagi anak.Pidana penjara merupakan salah satu pidana 
diantara bentuk pemidanaan lainnya.Akan tetapi dalam prakteknya hakim 
lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak. Maka dari itu 
perlu diadakan pembaharuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak 
yang sedang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku kejahatan, 
karena penahanan anak yang ditahan dalam rumah tahanan akan 
menimbulkan berbagai dampak negatif baik pada diri anak maupun 
pandangan masyarakat .namun demikian apabila perbuatan terdakwa 
dipandang perlu diberikan pemidanaa, maka pemidanaan merupakan 
yang telah sesuai meskipun pelaksanaanya harus mengikuti ketantuan – 
ketentuan yang mengedepankan / mengutamakan kepentingan anak. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Bertolak dari bab pembahasan dan hasil penelitian yang telah 
dikemukakan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan ketentuan pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum 
dan Hakim dalam perkara No . 121/Pid.B/2011/PN.Pinrang yaitu 
ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang – 
undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang 
perlindungan Anak Jo Undang – undang Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sesuai dengan 
hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan 
realita yang ada. 
2.  Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan 
Nomor . 121/Pid.B/2011/PN.Pinrang telah sesuai dengan 
peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dimana putusan 
yang dijatuhkan berdasarkan atas alat bukti berupa visum et 
repertum, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa serta 
barang bukti yang dihadirkan di persidangan sehinggan 
membuat terdakwa Pujangga Alias Puja Bin Bakri patut dijatuhi 
hukuman / dipidana. Selain itu kenyataan yang diperoleh selama 
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan hal – 
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hal pada diri terdakwa dan atau pada perbuatan terdakwa yang 
dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut 
hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan 
perbuatan terdakwa sehingga tidak ada hal – hal yang dapat 
melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik 
sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh 
karenanya Majelis Hakim berrkesimpulan bahwa perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan 
kepadanya. Agar dikemudian  hari tidak melakukan hal yang 
sama. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat menyampaikan saran 
sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum hendaknya 
memperhatikan ketentuan – ketentuan yang akan diberlakukan 
kepada terdakwa yang dikategorikan sebagai anak dan 
tetapmempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan bagi 
anak yang menjalani pemutusan pemidanaan. Hal ini berkaitan 
dengan anak merupakan bgian dari generasi muda sebagai 
penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sumber daya 
manusia bagi pembangunan nasional yang masih memerlukan 
pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup 
pertumbuhan dan perkembangan fiik, mental, dan sosial serta 
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perlindungan dari segala kemungkinan yang akan 
membahayakan mereka dan bangsa dimasa yang akam datang, 
sehingga ancaman – ancaman pidana penjara dapat dijadikan 
sebagai alternative terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak. 
2. Diharapkan bagi aparat penegak hukum yang memiliki 
kewenangan untuk menunjuk dan menetapkan penyidik, 
penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara sebaiknya 
menetapkan penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki 
kompetensi sebagai penyidik anak, penuntut umum anak, dan 
hakim anak dan sebaiknya proses persidangan menggunakan 
hakim tunggal kecuali dalam perkara – perkara yang dinyatakan 
sulit  dalam hal pembuktian sesuai dengan Undang – undang 
atau peraturan yang berlaku. 
3. Penulis menyarankan kepada penuntut umum agar 
memperhatikan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik 
kepolisian agar tidak terjadi kesalahan bagi pihak penyidik dalam 
mengenakan ketentuan pidana materiil bagi anak pelaku tindak 
pidana dalam proses penyidikan, serta dapat memberikan 
petunjuk kepada penyidik.  
4. Disarankan pula agar proses persidangan anak dapat 
dilaksanakan seperti yang diamanatkan dalam Undang – undang 
Pengadilan Anak sebagaimana mestinya 
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